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ABSTRAK 

 

Naufal Fadhlurrohman (2021): Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan 

Haji Di BMT Unit Gabungan Terpadu 

(UGT) Sidogiri Capem Pekanbaru 

  

 Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang 

khusus didirikan untuk memberi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan 

masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro 

kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa 

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 

 Dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah 

tersebut adalah: (1.) Bagaimana penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di 

BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru ? (2.) Apa saja keunggulan dan kelemahan 

penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem 

Pekanbaru ?. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang 

dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. Analisa data dalam 

penelitian ini yaitu deskritif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 

 Hasil dari  penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad kafalah 

pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru menggunakan 

akad kafalah bil ujrah dan telah diterapkan dengan baik. Penerapan akad kafalah 

pada pembiayaan  haji di BMT tersebut lebih jelas dan prosesnya lebih mudah. 

Margin, dan keuntungan yang diambil BMT cenderung lebih murah dan 

kompetitif. 

 

Kata kunci: Akad Kafalah, Pembiayaan Haji, BMT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang 

khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan 

masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro 

kepada anggota dan masyarakat, pengelolaansimpanan, maupun pemberian jasa 

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari 

keuntungan.Tujuan pendirian LKM diatas terutama untuk membantu masyarakat 

miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Lembaga yang dapat menjalankan peran 

sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) danBaitul Maal wa-Tamwil (BMT). 

 Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas 

kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia 

terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
1
 

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua 

istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil.Baitul maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, 

                                                             
 1

 Andri Soemirta, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2009), h. 169. 
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infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersil. 

 Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT 

sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandaskan Islam. Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) adalah salah satu model 

lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana 

yang saat ini banyak muncul di Indonesia, yang bergerak dikalangan masyarakat 

ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang 

ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menghimpun dana masyarakat 

dan menyalurkannnya kembali kepada masyarakat.Dalam tradisi fiqih Islam, 

prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi‟ah. Al-wadi‟ah dapat 

diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

menghendaki.2 

 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)atau disebut juga dengan “Koperasi 

Syariah”, adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. 

 Adapun Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu: Secara 

fungsional, operasionallembaga keuangan mikro syariah adalah hampir sama, 

seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah), BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Dilihat dari fungsi pokok operasional 

                                                             
 

2
 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar, (Ciputat: Referensi GP 

Press Group, 2014), h. 123. 
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lembaga keuangan mikro syariah ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan 

(2004), LKMS memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau penghimpunan dana 

dan lending atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat, 

terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak 

menimbulkan dana menganggur (iddle money) di satu sisi dan rencana 

pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (illiquid) saat 

dibituhkan di sisi yang lain.  

 Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah 

memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: 

dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali 

oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali 

oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman.3 

 Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh 

lembagakeuangan mikro syariah tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam 

jenis produkpengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Sebagai gambaran 

ringkas tentang produk-produk LKMS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 BerdasarkanfatwaDSN-MUINo.11/DSN-MUI/IV2000, definisi kafalah 

adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak 

ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang di tanggung 

(makful „anhu, ashil).Salah satu BMT yang beroperasional di Pekanbaru adalah 

                                                             
 

3
Ibid, h. 124. 
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BMT UGT Sidogiri yang mempunyai misi yaitu menerapkan dan 

memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi dan menanamkan 

pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan 

Maslahah, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 

nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, teteapi memakai prinsip Koperasi 

Syariah, memulai operasi sejak 17 Juni tahun 2012 dengan nama Baitul Maal Wat 

Tamwil UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yang di berlokasi di Jl.Purwodadi 4, 

Sidomulyo Bar, Kec.Tampan Kota Pekanbaru.4 

 Pada BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru terdapat beberapa akad, 

diantaranya yaitu: Ada akad kafalah, akad mudharabah, akad murabahah,akad 

mustyarakah dan akad Rahn. Dari beberapa akad tersebut yang paling banyak 

diminati adalah akad Mudharabah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang 

mengajukan pembiayaan menggunakan akad mudharabah untuk tujuan konsumtif 

seperti kendaraan, perabotan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun banyak 

juga nasabah yang memilih mengajukan pembiayaan haji dengan akad kafalah. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

“PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT 

UNIT GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU”. 

1.2 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, 

maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah 

dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada penerapan akad kafalah 

                                                             
 

4
Ahmad Dahlan, Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 

135. 
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pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru pada Periode 

2021-2022. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT UGT 

Sidogiri Capem Pekanbaru ? 

2. Apa saja keunggulan dan kelemahan penerapan akad kafalah pada 

pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru ? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di 

BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan penerapan akad kafalah 

pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Jurusan 

Perbankan Syariah Program Diploma III (D3) Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT UGT Sidogiri 

Capem Pekanbaru di masyarakat luas, memberikan informasi atau saran 

kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru dalam 

mengembangkan produk-produknya. 
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c. Sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis terima baik 

selama masa perkuliahan maupun pengembangan studi secara mandiri, 

serta diharapkan berguna sebagai alat masukan maupun pedoman bagi 

rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup akad kafalah yang 

meliputi: Akad : Pengertian Akad, Pembentukan akad, jenis 

akad,Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah, ketertarikan 

Akad dalam Produk, Berakhirnya Akad dalam Islam. Kafalah : 

Pengertian Kafalah, Landasan Hukum Kafalah, Macam-Macam 

Kafalah, Rukun dan Syarat Kafalah. Pembiayaan: Pengertian 

pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Unsur-

Unsur Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pengertian BMT, 

Tujuan dan Fungsi BMT, Dasar Hukum BMT, Akad dan Produk 

BMT. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Umum BMT UGT 

Sidogiri, Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri, Lokasi dan Jenis 

Penelitian, Struktur Organisasi, Job Deskription Karyawan, 

Produk-Produk, dan Aktivitas Utama BMT UGT Sidogiri Capem 

Pekanbaru. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana 

Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Haji Di BMT UGT 

Sidogiri Capem Pekanbaru, danapa saja Keunggulan dan 

Kelemahan Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Haji Di 

BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

 saran-saran penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 PENERAPAN 

a. Pengertian Penerapan 

 Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu 

maupun kelompok dengan maksud  untuk mencapai tujuan  yang telah dirumuskan. 

Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Konsep penerapan dalam Kamus  

Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Adapun 

menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan atau penerapan dapat 

juga diartikan sebagai pelaksanaan.5 

 Menurut Wahab dalam buku Tujuan Penerapan Program, penerapan 

merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-indidu atau kelompok-

kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang 

diperoleh melalui sebuah caraagar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.6 

 Jadi dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori 

atau cara yang dilakukan dalam  kegiatan  agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

                                                             

 
5
Badudu dan MohammadZain, Efektifitas  BahasaIndonesia,artikeldiaksespada19 Mei 2021 

darihttp://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.Pdf. 

 
6
Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104. 
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b. Unsur Penerapan 

 Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki  tiga 

unsure penting dan mutlak dalam menjalankannya, diantaranya: 

a) Adanya program yang dilaksanakan. 

b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari programtersebut. 

 Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. 

2.2 AKAD 

a. Pengertian Akad 

 Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan 

atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai 

syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 

seseorang untuk melakasanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti jual 

beli, sewa, wakalah, dan gadai.Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab 

(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 

sesuatu.7 

 

 

 

                                                             
 

7
 Ascaraya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2008), h. 

35. 
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b. Pembentukan Akad  

1) Rukun  akad 

 Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  rukun  akad adalah ijab dan qabul. 

Adapun  orang  yang mengadakan  akad atau  hal-hal  lainnya  yang  menunjang  

terjadinya  akad  tidak dikatagorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. 

 Ulama  selain  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  akad memiliki tiga rukun, 

yaitu: 

a. Orang yang berakad (aqid). 

b. Sesuatu  yang  diakadkan  (maqud  alaih),  contoh:  harga  atau dihargakan. 

c. Shiqhat, yaitu ijab dan qabul.8 

 Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan ijab perbuatan 

tertentu yang menunjukan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang 

menyerahkan maupun yang menerima,  sedangkan qabul adalah orang yang 

berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukan keridhaan atas 

ucapan orang pertama. 

 Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat 

bahwa ijab adalah  pernyataan  yang keluar  dari  orang  yang  menyerahkan  

benda,  baik  dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah 

pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian 

umum dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan 

                                                             
 

8
Nu Nawawi, Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.(Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), h. 105. 
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barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari 

penerima barang.9 

 Syarat dalam akad ada empat yaitu: 

a. Syarat berlakunya akad (in‟iqod). 

b. Syarat Sahnya akad (Shihah). 

c. Syarat terelisasikannya akad (Nafadz). 

d. Syarat Lazim, Yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada 

cacat. 

2) Unsur-unsur Akad 

 Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya 

akad, yaitu berikut ini. 

a. Shighat Akad 

 Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang 

terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, 

isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul.10 

b. Metode (uslub) Shighat Ijab dan Qabul 

 Uslub-Uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa 

cara, yaitu berikut ini.  

 

 

                                                             
 9

 Akhmad mujahidin, Hukum Perbankan Syariah,( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 

2016), Cet. Ke-1, h. 6. 

 10
 Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan syariah: Konsep dan Regulasi, 

(Rawamangun: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h, 134. 
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a. Akad dengan Lafazh (Ucapan) 

 Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak 

digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu 

saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan 

keridaannya. Shighat Akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk  

menyebutkan barang yang dijadikan disepakati oleh jumhur ulama, kecuali 

dalam akad pernikahan. 

b. Al-aqid (Orang yang Akad) 

 Al-aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat 

penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Secara umum, 

aqid diisyarakatkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan 

akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. 

 Ulama Malikiah dan Hanafiah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni 

sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban 

yang dilontarkan dapat difahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh 

karenaitu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil 

yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain. 

c. Mahal aqd (Al-ma‟qud Alaih) 

 Mahal aqd (Al-ma‟qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda 

yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang 

tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dagangan, benda bukan harta, 

seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu 

kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-megupah, dan lain-lain. 
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d. Maudhu (tujuan) Akad 

 Maudhu akad adalah maksud utama diisyarakannya akad. Dalam 

syariah Islam, maudhu akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan 

syara‟. Sebenarnya maudhu akad adalah sama meskipun berbeda-beda 

barang dan jenisnya, pada akad jual-beli misalnya, maudhu akad adalah 

pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan 

sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai 

pengganti dan lain-lainya. Maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan 

maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang 

sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang sebelum terwujudnya akad, 

hukum dipandang setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, 

sedangkan maudhu akad berada diantara keduanya. Pembahasan ini sangat 

erat kaitannya dengan hubunganantara zhahir akad batinnya. Diantara para 

ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sahih harus besesuaian 

antara zhahir dan batin akad.11 

c. Jenis Akad 

 Adapun jenis Akad dalam transaksi Perbankan Syariah, yaitu:12 

a) Wadiah 

 Akad penitipan batang atau uang antara pihak yang mempunyai barang 

atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga 

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 

                                                             
 

11
Ibid, h. 135. 

 
12

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), h. 127. 
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b) Mudharabah 

 Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, 

atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, 

mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung 

sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan 

yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 

c) Musyarakah 

 Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang 

masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. 

d) Kafalah 

 Akad kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di 

tanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung 

jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang 

lain sebagai penjamin (kafil).13 

e) Murabahah 

 Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati. 

                                                             
 

13
Ibid. 
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f) Salam 

 Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran 

harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 

g) Istisna' 

 Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual 

atau pembuat (shani'). 

h) Ijarah 

 Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan barang itu sendiri. 

i) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik 

 Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi 

pemindahan kepemilikan barang. 

j) Qardh 

 Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah 

wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.14 

 

                                                             
 

14
Ibid. 
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d. Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah 

 Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak 

seperti pada hukum positif, yaitu pada pihak bebas melakukan perjanjian dalam 

bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syari’at Islam, peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan asas 

kebebasan berkontrak yang dianut dalam hokum positif adalah aturan syari’at 

Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur 

MAGRIB singkatan dari: 

a) Maisir (spekulasi atau judi). 

b) Gharar (tipu muslihat). 

c) Riba (bunga). 

d) Bhatil (kejahatan). 

e) Riswah (suap dan objek haram).15 

e. Keterkaitan Akad dalam Produk 

ىا   به وَ انرِّ ُ انْبيَْعَ وَحَرَّ
 وَاحََمَّ اّللّه

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

(Q. S. Al-Baqarah [2]:275).16 

   

 Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain 

bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang 

digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan 

                                                             
 

15
Irma, Devita Purnamasari, Suswinanrno, Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-

kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 9. 

 
16

Q. S. AL-Baqarah (2): 275. 
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hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini 

terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu suatu produk bank syariah 

dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip 

syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda. 

f. Berakhirnya Akad dalam Islam 

 Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan 

berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut: 

a) Berakahirnya masa berlaku perjanjian/akad. 

 Bisanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu 

perjanjian akan berkahir sehingga dengan secara otomatis perjanjian berakhir, 

kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. 

b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakat 

 Hal tersebut terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan 

perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian 

terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut 

objek perjanjian, maupun megenai orangnya. 

c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 

 Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan 

adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan 

sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang. Maka perjanjian tetap berlaku 

bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian 
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pinjaman uang kemudian meninggal maka kewajiabannya untuk  

mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.17 

2.3 Kafalah 

a. Pengertian Kafalah 

 Kafalah secara artinya al-dammanu (menggabungkan), atau al-damman 

(jaminan), hamalah (beban), dan za‟amah (tanggungan).Menurut istilah, kafalah 

merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian 

lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin 

dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil). 

Menurut Al-jaziri yang dikutip oleh Ismail, bahwa otoritas tindakan (kafalah) 

ialah orang yang diperbolehkan bertindak (berakalsehat) berjanji menunaikan hak 

yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari 

pengadilan.18 

Dari pembahasan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kafalah 

merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada 

pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah. 

 Fatwa DSN-MUI tentang akad kafalah diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 

11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah :19 

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah: 

                                                             
 

17
Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, op. cit, h. 99.  

 
18

 Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115. 

 
19

 Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), h. 102. 
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a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 

b. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 

sepanjang tidak memberatkan. 

c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan 

secara sepihak. 

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah: 

1. Pihak Penjamin (Kafiil): 

a. Baliqh (dewasa) dan berakal sehat. 

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 

hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut. 

2. Pihak Orang yang Berhutang (Ashiil, Makfuul‟anhu):20 

a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin. 

b. Di kenal oleh penjamin. 

3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makful Lahu): 

a. Diketahui identitasnya. 

b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 

c. Berakal sehat. 

4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi): 

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berapa 

uang, benda, maupun pekerjaan. 

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 

                                                             
 

20
 Nu Sabig, Sayyid. Fiqh al-sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp, Vol. 3. 
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c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin 

hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 

d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 

e. Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan). 

b. Landasan Hukum Kafalah 

a) Al-Qur’an 

ٌْ يحَُاطَ بِكُىْ ۖ ِّ إلََِّّ أَ يِ بِ َُّ ِ نتَأَتُُْ ٍَ اللَّّ ٌِ يَىْثقِاً يِ ٍْ أرُْسِهَُّ يَعَكُىْ حَتَّىه تؤُْتىُ ا آتىَُِْ  قاَلَ نَ ًَّ َ فهَ

ُ عَهىَه يَا َقَىُلُ وَكِيم    يَىْثقِهَىُْ قاَلَ اللَّّ

Artinya : Ya‟qûb berkata, “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) 

bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang 

teguh atas nama Allâh, bahwa kamu pasti akan membawanya 

kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”.Tatkala 

mereka memberikan janji mereka, maka Ya‟qûb berkata, “Allâh 

adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”. [Yûsuf/12 : 66].21 

  

b) Hadist 

ٍُ يَقْضِي   يْ عِيىُ غَارِو  وَاندَّ اة  وَانزَّ  انْعَارِيتَُ يُؤَدَّ

 “Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin 

harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar."(HR. 

Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam 

Silsilah Ash Shahiihah no. 610). 

 

c) Ijma Ulama 

 Membolehkan (mubah) dhamân dalam muamalah karena dhamân sangat 

diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam 

usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari 

                                                             
 

21
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 

2010), h. 46. 
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seseorang yang dapat dipercaya, apalagi bisnisnya besar. Demikian juga kita 

dapati muamalah orang yang menjamin orang lain sejak abad-abad permulaan 

hingga kini tanpa ada yang mengingkari sama sekali. Ijma‟ ini telah dinukilkan 

dalam kitab Hasyiyah Ibnu Abidin, 5/285. 

c. Macam-macam Kafalah  

 Pada  pelaksanaanya, kafalah  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu:     

1) Kafalah dengan jiwa ini di kenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya 

keharusan pada pihak penjamin (kafl, damin atau za‟im) untuk menghadirkan 

orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya. 

 Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang 

yang di tanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya karena kafalah 

menyangkut badan/manusia  bukan benda/harta penanggungan tentang hak Allah 

SWT. Seperti hukuman meminum khamer dan hukuman zina tidak boleh ada 

orang yang mengganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan 

oleh orangnya sendiri. Di samping itu, menggugurkan dan menolak had adalah 

masalah syubhat. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat 

dijadikan acuan dalam masalah syubhat dan tidak mungkin had (hukuman) dapat 

dilaksanakan kecuali orang yang melakukan perbuatan.22 

 Menurut mazhab Syafi’i, bahwa kafalah dinyatakan sah dengan 

menghadirkan orang yang dimaksud (penjamin) karena berkaitan dengan hak 

manusia, seperti hukuman qisas (sepadan) dan qadf (menuduh zina). Kedua 

                                                             
 

22
Al-Jaziry, Abd.Al-Rahman,  Al-fiqh „ala Madhabib al-Arba‟ah.(Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 

Vol. 2. 
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macam hukuman tersebut menurut Syafi’iyah termasuk hak yang biasa berlaku, 

apabila terkait dengan hukuman had (yang sudah ditetapkan), maka masalah 

seperti ini tidak sah dengan kafalah. 

2) Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau 

kafil (penjamin) dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.  

 Kafalah harta dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

a. Kafalah bi al-dayn (jaminan utang), yaitu keharusan membayar utang yang 

menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi 

Saw. Tidak menyalatkan maya yang mempunyai kewajiban membayar 

utang, kemudian Qatadah r.a. berkata: “shalatkanlah dia dan saya akan 

membayar utangnya, Rasulullah kemudian menyalatkannya”. 

b. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-

benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang 

yang di ghasab (pinjam tidak memberi tahu) dan menyerahkan barang 

jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk asil, 

seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, kafalah 

batal. 

c. Kafalah dengan „aib (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapati berupa 

harta terjual dan terdapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama 

atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan 

untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual 

adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.23 

                                                             
 

23
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76. 
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d. Rukun dan Syarat Kafalah 

a. Damin, kafil atau zalim, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini orang 

yang menjamin disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah 

menjalankan hartanya (mahyur) dan dilakukan dengan kehendak sendiri. 

b. Madmun „alayh (orang yang berpiutang). Syarat-syarat orang yang 

berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin di 

sebut juga dengan makful lahu, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal 

oleh penjamin karena manusia tidak sama dengan hal tuntunan, hal ini 

dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. 

c. Madmun „anhu atau makful „anhu (orang yang berutang). Dalam hal ini 

orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik 

dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang 

menjamin. 

d. Madmun bih atau makful (benda/barang atau orang). Benda atau orang 

disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaannya. 

e. Sighat atau lafal, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin, 

tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak jelas dan tidak berarti 

sementara.24 
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2.4 Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan iatau ifinancing iialah ipendanaan iyang idiberikan ioleh isuatu 

ipihak ilain iuntuk imendukung iinvestasi iyang itelah idirencanakan, ibaik 

idilakukanisendiri iataupun ilembaga. iDengan ikata ilain, ipembiayaan iadalah 

ipendanaan iyang idikeluarkan iuntuk imendukung iinvestasi iyang itelah 

idirencanakan.25 

 Pembiayaan imerupakan iaktivitas ibank isyariah idalam imenyalurkan 

idana ikepada ipihak ilain iselain ibank iberdasarkan iprinsip isyariah, ipenyaluran 

idana idalam ibentuk ipembiayaan ididasarkan ipada ikepercayaan iyang 

idiberikan ioleh ipemilik idana ikepada ipengguna idana. iPemilik idana ipercaya 

ikepada ipenerima idana, ibahwa idana idalam ibentuk ipembiayaan iyang 

idiberikan ipasti iakan iterbayar. Penerima ipembiayaan imendapat kepercayaan 

darii pemberi  pembiayaan,sehingga ipenerima ipembiayaan iberkewajiban iuntuk 

imengembalikan ipembiayaan iyang itelah iditerimanya isesuai idengan ijangka 

iwaktu iyang itelah iditerimanya sesuai dengan ijangka iwaktu iyang itelah 

idiperjanjikan idalam iakad ipembiayaan.26 

 Menurut iUU iNo. i7 iTahun i1992 itentang iperbankan isebagaimana itelah 

idiubah imenjadi iUU iNo. i10 iTahun i1998 itentang iPerbankan iDalam iPasal i1 

iNomor i(12): i“Pembiayaan iberdasarkan iprinsip isyariah iadalah 

ipenyediaaniuangiatau itagihan iyang idipersamakan idengan iitu iberdasarkan 
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 Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 42. 

 
26
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ipersetujuan iatau ikesempatan iantara iBank idengan ipihak ilain iyang 

imewajibkan ipihak iyang idibiayai iuntuk imengembalikan iuang iatau itagihan 

itersebut isetelah ijangka iwaktu itertentu idengan iimbalan iatau ibagi ihasil. 

 Pembiayaan imerupakan ikegiatan ibank isyariah idan ilembaga ikeuangan 

ilainnya icontohnya iBMT idalam imenyalurkan idananya ikepada ipihak ianggota 

iyang imembutuhkan idana. iPembiayaan isangat ibermanfaat ibagi ibank isyariah 

imaupun iBMT, inasabah idan ipemerintah. iPembiayaan imemberikan ihasil 

iyang ibesar idiantara ipenyaluran idana imelalui ipembiayaan, ibank isyariah 

iperlu imelakukan ianalisis ipembiayaan iyang imendalam agarikerugian idapat 

idihindari.27 

 Dalam ibuku iyang iditulis ioleh iMuhammad, ipembiayaan iatau ifinancing 

iadalah ipendanaan iyang idiberikan ioleh isuatu ipihak ikepada ipihak ilain iuntuk 

imendukung iinvestasi iyang itelah idirencanakan, ibaik idilakukan isendiri 

imaupun ilembaga. iDengan ikata ilain, ipembiayaan iadalah ipendanaan iyang 

idikeluarkan iuntuk imendukung iinvestasi iyang itelah idirencanakan.
28

 

b. Tujuan iPembiayaan 

 Menurut iMuhammad isecara imakro ipembiayaan ibertujuan iuntuk 

imeningkatkan iekonomi iumat, itersedianya idana ibagi ipeningkatan 

iusaha,imeningkatkan iproduktifitas, imembuka ilapangan ikerja ibaru, idan 

iterjadi idistribusi ipendapatan. iSedangkan isecara imikro ipembiayaan idiberikan 
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idenganitujuan imemaksimalkan ilaba, imeminimalkan iresiko, ipenyalahgunaan 

isumber iekonomi, idan ipenyaluran ikelebihan idana.29 

c. Fungsi iPembiayaan 

 Sesuai idengan itujuan ipembiayaan itersebut, imaka ipembiayaan imemiliki 

ifungsi isebagai iberikut: meningkatkan daya guna uang, menstabilitas ekonomi 

dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

d. Unsur-Unsur iPembiayaan i 

 Adapun iunsur-unsur ipembiayaan iadalah isebagai iberikut:30 

a) Kepercayaan 

 Yaitu isuatu ikeyakinan ipemberi ikredit/pembiayaan i(bank/BMT) 

ibahwa ipembiayaan iyang idiberikan ibank iberupa iuang, ibarang iatau ijasa 

iakan ibenar iditerima ikembali idimasa itertentu idi imasa idatang. 

b) Mitra iusaha/Partner 

 Merupakan ipihak iyang imendapatkan ipembiayaan idari ibank isyariah, 

iatau ipengguna idana iyang idisalurkan ioleh ibank isyariah. 

c) Akad 

 Akad imerupakan isuatu ikontrak iperjanjian iatau ikesepakatan iyang 

idilakukan iantara ibank isyariah idan ipihak inasabah/mitra. 

d) Risiko i 

 Setiap idana iyang idisalurkan/diinvestasikan ioleh ibank isyariah/BMT 

iselalu imengandung irisiko itidak ikembalinya idana. iRisiko ipembiayaan 
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imerupakan ikemungkinan ikerugian iyang iakan itimbul ikarena idana iyang 

idisalurkan itidak idapat ikembali. 

e) Jangka iwaktu 

 Merupakan iperiode iwaktu iyang idiperlukan ioleh inasabah iuntuk 

imembayar ikembali ipembiayaan iyang itelah idiberikan ioleh ibank isyariah/ 

BMT. iJangka iwaktu idapat ibervarisi iantara ilain ijangka ipendek, ijangka 

imenengah, idan ijangka ipanjang. iJangka ipendek iialah ijangka iwaktu 

ipembayaran ikembali ipembiayaan ihingga isatu itahun. Jangka menengah 

imerupakan ijangka iwaktu iyang idiperlukan idalam imelakukan ipembayaran 

ikembali iantara i1 ihingga i3 itahun. iJangka ipanjang iialah ijangka iwaktu 

ipembayaran ikembali ipembiayaan iyang ilebih idari i3 itahun.31 

f) Balas ijasa  

 Sebagai ibalas ijasa iatas idana iyang idisalurkan ioleh ibank 

isyariah/BMT, imaka inasabah imembayar isejumlah itertentu isesuai idengan 

iakad iyang itelah idisepakati iantara ibank/BMT idan inasabah.32 

e. Jenis-Jenis iPembiayaan 

 Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, 

dibedakan dalam: 

a. Pembiayaan iModal ikerja, iyakni ipembiayaan iyang iditujukan iuntuk 

imemberikan imodal iusaha iseperti iantara ilain ipembelian ibahan ibaku 

iatau ibarang iyang iakan idiperdagangkan. 
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b. Pembiayaan iinvestasi, iyakni ipembiayaan iyang iditujukan iuntuk imodal 

iusaha ipembelian isarana ialat iproduksi idan iatau ipembelian ibarang 

imodal iberupa iaktiva itetap/inventaris. 

c. Pembiayaan ikonsumtif, iyakni ipembiayaan iyang iditujukan iuntuk 

ipembelian isuatu ibarang iyang idigunakan ibukan iuntuk ikepentingan 

iproduktif.I 

 Sedangkan iberdasarkan icara ipembayarannya imaka ipembiayaan 

idibedakan idalam:33 

a. Pembiayaan idengan iangsuran ipokok, imargin/bagi ihasil iperiodic, iyakni 

iangsuran iuntuk ijenis ipokok idan ibagi ihasil idibayar/diangsur isecara 

iperiodik iberdasarkan iwaktu iyang itelah iditentukan imisalnya ibulanan. 

b. Pembiayaan idengan ibagi ihasil/margin iperiodik idan ipokok idiakhir, 

iyakni iuntuk ibagi ihasil idibayar/diangsur isecara iperiodik isedangkan 

ipokok  idibayar isepenuhnya ipada isaat iakhir ijangka iwaktu iangsuran. 

c. Pembiayaan idengan iangsuran ipokok idan ibagi ihasil/margin idiakhir, 

iyakni iuntuk ipokok idan ibagi ihasil idibayar ipada isaat iakhir ijangka 

waktu ipembiayaan idengan icatatan ijangka iwaktu imaksimal i6 i(enam) 

ibulan.34 
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2.5 BMT  (Baitul mal Tanwil) 

a. Pengertian  BMT 

 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi 

Syariah”, adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. 

 Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 

dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, 

infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 

kecil dengan berlandaskan Islam.  

b. Tujuan Dan Fungsi BMT 

 Didirikannya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Dengan hadirnya BMT tidak dibenarkan para anggota 

dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Khususnya anggota 

BMT harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Sedangkan masyarakat yang 

menjadi anggota BMT dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan 

usahanya.
35

 

 Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin memandirikan ekonomi para 

peminjam. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam 
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pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, 

sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. 

 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki fungsi dalam dalam rangka 

mencapai tujuannya antara lain:
36

 

a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan 

mengembangkan  potensi  serta  kemampuan  potensi  ekonomi  anggota. 

b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami 

sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 

c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 

d) Menjadi perantara keuangan antara Shohibul Maal dengan Du‟afa sebagai 

Mudhorib, terutama dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah waqaf hibah 

dan lain-lain. 

e) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal 

maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha 

produktif. 

 Peneliti memberikan kesimpulan bahwa fungsi dari keberadaan BMT yaitu 

untuk menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal 

maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha mikro 

yang produktif dan halal yang tidak dapat dijangkau oleh Bank. Selain itu dengan 
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adanya BMT dapat meningkatkan kualitas SDM anggota agar lebih menjadi 

Islami, professional, dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.37 

c. Dasar Hukum BMT 

 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ialah lembaga swadaya masyarakat yang 

didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya pada awal pendirian 

menggunakan sumber daya, dana atau modal, dari masyarakat setempat. Konsep 

maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal 

penghimpunan dan penyaluran dana untuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara 

produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan usaha produktif yang 

murni untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke 

bawah (mikro). 

 Pasal 39 ayat (1) UU 1/2013 mengkategorikan BMT sebagai LKM yang 

harus mulai menyesuaikan dengan ketentuan UU 1/2013, sebagaiman bunyi pasal 

tersebut selengkapnya di bawah ini: 

 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, 

Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan 

(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan 

(LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan 

(BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), 

dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat 
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beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 

berlaku.38 

d. Akad Dan Produk BMT 

1) Adapun akad dalam transaksi Perbankan Syariah, yaitu: 

a. Wadiah 

 Akad penitipan batang atau uang antara pihak yang mempunyai barang 

atau uang  dan  pihak yang  diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga 

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.39 

b. Mudharabah 

 Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, 

atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, 

mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung 

sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan 

yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 

c. Musyarakah 

 Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang 

masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. 
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d. Kafalah 

 Akad kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di 

tanggung. Dalam pengertian lain, kafalahjuga berarti mengalihkan tanggung 

jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang 

lain sebagai penjamin (kafil).40 

e. Murabahah 

 Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati. 

f. Salam 

 Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran 

harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 

g. Istisna' 

 Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual 

atau pembuat (shani'). 
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h. Ijarah 

 Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan barang itu sendiri. 

i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik 

 Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi 

pemindahan kepemilikan barang. 

j. Qardh 

 Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah 

wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah 

disepakati.41  

2) Adapun produk Lembaga KeuanganMikro Syariah, yaitu:  

 Secara fungsional, operasional lembaga keuangan mikro syariah adalah 

hampir sama, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BPRS (Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Dilihat dari fungsi 

pokok operasional lembaga keuangan mikro syariah ada dua fungsi pokok dalam 

kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut 

Ridwan (2004), LKMS memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau 

penghimpunan dana dan lending atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki 
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keterkaitan erat, terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana 

supaya tidak menimbulkan dana menganggur (iddle money) di satu sisi dan 

rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas 

(illiquid) saat dibituhkan di sisi yang lain.  

 Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah 

memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: 

dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali 

oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali 

oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman. 

 Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga 

keuangan mikro syariah tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis 

produkpengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Sebagai gambaran ringkas 

tentang produk-produk LKMS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:42 

1. Produk Pengumpulan Dana 

 Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak 

terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan 

penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS 

adalah akad Wadi‟ah dan akad Mudharabah. (Muhammad, 2000: 117-118). 

a) Simpanan wadi‟ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik 

atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah 
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bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadi‟ah 

ada dua, yaitu wadi‟ah amanah dan wadi‟ah yadhomanah. 

a. Wadi`ah amanah, yaitu penitipanbarang atau uang tetapi LKMS tidak 

mempunyai hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas 

pengembangan produk ini, LKMS mensyaratkan adanya jasa (fee) kepada 

penitip (muwadi`). 

b. Wadi`ah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang kepada LKMS, 

namun LKMS memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas 

akad ini, penitip (muwadi`) mendapatkan imbalan berupa bonus yang 

besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen LKMS. 

b) Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan 

penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai 

pembentukan laba bagi LKMS, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Variasi 

simpanan yang berakad mudharabah antara lain Simpanan Idul Fitri, Simpanan 

Idul Adha (Qurban), Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan 

Kesehatan. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelola dana 

ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), yang dalam hal ini LKMS dapat 

berfungsi sebagai amil. 

 Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelolah dana ibadah 

seperti zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi 

sebagai amil. (Muhammad, 2000: 119). 
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2. Produk Penyaluran Dana 

 LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, 

tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian 

umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk 

pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu 

suatu fasiltas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untukmenggunakan dana 

yang telah dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. 

 Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS adalah untuk mengembangkan 

dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS.Sasaran pembiayaan ini 

adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, 

perdagangan dan jasa. Ada dua jenis akad dalampembiayaan, yaitu akad syirkah 

dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai 

jenis pembiayaan sebagai berikut (Muhammad, 2000: 119-120):43 

a. Pembiayaan Bai‟u Bithaman Ajil (BBA), Pembiayaan berakad jual beli. 

Pembiayaan Bai‟u Bithaman Ajil yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang 

disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS 

menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang 

modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannnya 

dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus 

dibayarkan oleh peminjam adalah jum1ah atas harga barang modal dan 

mark-up yang disepakati. 
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b. Pembiayaan Murabahah (MBA), pembiayaan berakad jual beli.Pembiayaan 

Murabahah (MBA) pada dasarnya merupakan kesepakatan antara LKMS 

sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang 

digunakan adalah sama seperti pembiayaan. Bai‟u Baithaman Ajil, hanya 

saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo 

pengembaliannya. 

c. Pembiayaan Murabahah (MDA), pembiayaan dengan akad 

syirkah.Pembiayaan Murabahah (MDA) adalah suatu perjanjian 

pembiayaan antara LKMS dan anggota, LKMS menyediakan dana untuk 

penyedian modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana 

tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan 

untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, 

industri rumah tangga dan perdagangan. 

d. Pembiayaan Musyarakah (MSA), pembiayaan dengan akad syirkah adalah 

penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana 

resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi 

penyertaan. 

e. Pembiayaan Al Qardhul Hasan adalah perjanjian antara LKMS dengan 

anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi 

pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini 

adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non 

usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang 

oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

 Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi 

BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 

Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi 

dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 

09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. 

 BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu 

kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di 

dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan 

madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang 

menyebar di wilayah Jawa Timur.44 

 Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di 

kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT 

Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 300 Unit Layanan Baitul Maal 

wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah yang tersebar di  26 provinsi di Indonesia, dan 

salah satunya di kota Pekanbaru. 
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 BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru sendiri sudah berdiri pada tanggal 17 

juli 2012 dan beralamatkan di Jalan Delima No. 17 Komplek Rindu Serumpun III 

Arengka Pekanbaru.Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan 

pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang aik organisasi 

maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah 

merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri 

santri.  Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang 

kami singkat menjadi MANTAB.45 

 Selain itu,  misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu 

mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah 

yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 

menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi 

ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, 

memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan umat. 

b. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

 BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam 

menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu: 

1. Visi 

 Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB). 
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2. Misi 

 Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, 

 Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan 

fatwa dewan syariah nasional (DSN), 

 Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, 

 Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, 

 Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, 

 Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan 

 Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.46 

3.2 Lokasi dan Jenis Penelitian 

 Metodologi penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk 

memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam 

menemukan kebenaran, tergantung dengan realita yang sedang dikaji. 

1. Lokasi dan Jenis Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

beralamat Jl. Delima No. 17, Delima, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda 

yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran. Adapun subjek dalam 
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penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf karyawan BMTUGT Sidogiri 

Capem Pekanbaru. 

b. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang 

dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, 

pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah penerapan 

akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem 

Pekanbaru.47 

3. Informasi Kunci (Key information) 

 Key Information merupakan para ahli kunci yang sangat memahami dan 

dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan 

tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, 

tokoh agama, dan tokoh masyarakat.48 

 Yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah Manager dan 

Costumer Service Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem 

Pekanbaru sebagai responden yang diwawancarai. 

4. Sumber Data 

 Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dengan karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 
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b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun 

referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-

buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi dan validasi data 

yang sangat mempengaruhi oleh alat yang digunakan dalam perolehan data. 

Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang 

mematangkan dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

sebagai berikut:49 

a. Observasi 

 Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung ke lapangan. Pada teknik pengumpulan data 

dengan observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan melaksanakan 

kunjungan langsung ke kantor BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 

b. Wawancara 

 Wawancara dilakukan langsung dengan 1 orang Manager dan 1 orang 

bagian Costumer Service  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Pekanbaru.50 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyadiakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 
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sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat buku, undamg-

undang, dan sebagainya. 

d. Studi Pustaka 

 Studi Pustaka adalah sumber pada perpustakaan dimana peneliti dapat 

menggunakannya  sebagai  petunjuk  informasi  dalam  menelusuri bahan  

bacaan. 

6. Analisis data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan 

kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara 

menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-

fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya 

berupa survey dan studi perkembangan.51 

 Analisis data menjadi pegangan penelitian. Analisia pendekatan kualitatif 

yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan 

persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh 

mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis data yang 

menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang 

terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang 

teramati.52 
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7. Metode Penulisan 

a. Metode Deduktif 

 Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan 

menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Deskriptif 

 Metode deskriptif adalah menguraikan data-data yang diperoleh, 

kemudian data tersebut dianalisis.53 

3.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

 Struktur organisasi memegang  peran penting bagi kelancaran aktivitas 

sebuah perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar. Hal ini karena 

pengorganisasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat 

dalam satu kendali. Dalam sebuah perusahaan biasanya struktur organisasi 

digambarkan dalam sebuah bagan atau chart. Tujuannya adalah untuk mengatur 

posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang. 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : PT. BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru tahun 2022. 
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Manager SID 

Salim Faisal 

Manager Pengendlian Resiko 
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Abdus Salam 

Pengawas Keuangan 

H. Abdulloh Rohman 



 

 

3.4 Job Deskription Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

1. Ketua atau Pemimpin 

 Ketua adalah orang yang dituakan dalam suatu kelompok dan biasannya 

ketua itu memimpin anggota kelompoknya.54 

2. Wakil Ketua 

 Tugas wakil ketua adalah membantu ketua dalam menjalankan amanat 

organisasi.Mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan.Bertanggung jawab 

terhadap proses pengembangan dan pengoptimalisasian bidang. 

3. Pengawas  

 Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.Membuat 

laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada 

rapat anggota. 

 Terdapat beberapa bagian dalam pengawas di BMT UGT Sidogiri Capem 

Pekanbaru,yaitu: 

a. Pengawas syariah 

 Tugas pengawas syariah yaitu mengikuti fatwa DSN untuk memastikan 

kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif 

maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan 

pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai 

dengan prinsip Syariah. 
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b. Pengawas manajemen 

 Tugas dari pengawas manajemen yaitu memastikan bahwa semua yang 

dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi 

manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau 

controlling. 

c. Pengawas keuangan 

 Tugas dari pengawas keuangan yaitu mengkoordinasikan dan mengontrol 

perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar 

efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

berlaku sehingga, hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk 

operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. 

4. Sekretaris 

 Tugas dari sekretaris ialah adalah membantu kepala badan dalam 

melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, 

monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan 

serta evaluasi dan pelaporan.55 

5. Bendahara 

 Tugas bendahara yaitu menerima, menyimpan, menatausahakan, dan 

membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya, melakukan pengujian 

dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. Menolak perintah pembayaran 

apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Melakukan 

pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan. 
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6. General Manager 

 Tugas dari General Manager yaitu memimpin perusahaan dan menjadi 

motivator bagi karyawannya. Memastikan setiap departemen melakukan strategi 

perusahaan dengan efektif dan optimal dan mengelola anggaran keuangan 

perusahaan. 

 Terdapat beberapa bagian General Managerdi BMT UGT Sidogiri 

Pekanbaru, yaitu: 

a. Manager Bisnis 

 Tugas dari manager bisnis yaitu untuk mengawasi dan memimpin operasi 

dan karyawan perusahaan.Mereka melakukan berbagai tugas untuk 

memastikan produktivitas dan efisiensi perusahaan termasuk menerapkan 

strategibisnis, mengevaluasi kinerja perusahaan,dan mengawasi karyawan. 

b. Manager Pengambilan Resiko 

 Tugas manager pengambilan resiko yaitu mengidentifikasi risiko 

financial, keselamatan, atau keamanan yang mungkin akan dihadapi 

perusahaan, menyiapkan rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, 

mengumpulkan informasi keuangan dari klien seperti pendapatan, aset, dan 

utang.56 

c. Manager Keuangan 

 Tugas dari manager keuangan yaitu untuk membantu perencanaan bisnis 

dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. 

Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan 
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beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan 

perusahaan.57 

3.5 Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

 Ada produk simpanan dan produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri 

Capem Pekanbaru. Berikut produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada 

diBMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru yaitu: 

1. Produk Simpanan 

a. Tabungan Haji 

 Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota 

melaksanaan ibadah haji. 

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. 

Manfaat dan Keuntungan :  

1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat. 

2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan 

mutasi transaksi berupa buku tabungan. 

3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif. 

4) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun). 

5) Aman, terhindar dari riba dan haram. 

6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin 

memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.58 
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b. Tabungan Umrah 

 Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota 

melaksanaan ibadah umrah.  

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 

Manfaat dan Keuntungan : 

1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat. 

2) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif. 

3) Ikut membantu sesama ummat ( ta'awun ). 

4) Aman, terhindar dari riba dan haram. 

5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan 

biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku. 

c. Tabungan Hari Raya Idul Fitri 

 Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi 

kebutuhan hari raya idul fitri. 

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 

Keuntungan : 

1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat 

perkembangan setiap saat. 

2) Aman, terhindar dari riba dan haram. 

3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun). 
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4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau 

dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT 

UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 

5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.59 

d. Tabungan Pendidikan 

 Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan 

guna menghimpun dana tabungan siswa. 

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 

Keuntungan : 

1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan 

dana setiap bulan. 

2) Transaksi mudah dan bebas dari riba. 

3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama 

pada saat pembagian tabungan  siswa di akhir tahun pendidikan. 

4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan. 

5) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 

150.000,-  sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri. 

6) GRATIS biaya administrasi.60 
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e. Tabungan Qurban 

 Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota 

dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. 

 Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 

Keuntungan: 

1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban 

dan aqiqah. 

2) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif. 

3) Membantu sesama ummat (ta'awun).61 

f. Tabungan Tarbiyah 

 Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan 

jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. 

 Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT. 

Manfaat : 

1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan 

putra/putri. 

2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui 

pemeriksaan kesehatan. 

3) Mendapatkan souvenir BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku. 
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g. Tabungan Berjangka 

 Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka 

waktu tertentu. 

 Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah sebagai berikut: 

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT. 

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT. 

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT. 

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT. 

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT. 

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT. 

 Keuntungan : 

1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif. 

2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan. 

3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan umum 

syariah.62 

h. Tabungan MDA Berjangka Plus 

 Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan 

secara gratis. 

 Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah 

musytarakah. Dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. 
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Manfaat dan keuntungan : 

1) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut : 

 Rawat inap rumah sakit Rp.200.000,- Perhari (maksimal 180 hari 

setahun). 

 Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun). 

 Santunan biaya operasi Rp. 2.000.000,- (dalam setahun). 

2) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut : 

 Santunan meninggal biasa Rp. 5.000.000,-. 

 Santunan meninggal kecelakaan Rp. 10.000.000,-.63 

1. Produk Pembiayaan 

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) 

 UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) Adalah pembiayaan dengan 

agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai 

pembiayaan lunas. 

Akad Pembiayaan: 

1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk 

penggunaan modal usaha atau Investasi. 

2) Akad yang berbasis Jual beli (Murabahah) untuk penggunaan pengadaan 

barang. 

3) Akad yang berbasis Sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal 

usaha atau pengadaan barang. 
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Manfaat dan Keuntungan: 

1) Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey. 

2) Bagi Hasil atau Margin atau Ujrah paling murah. 

3) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana 

yang dimiliki. 

4) Bebas biaya asuransi dan biaya notaries. 

5) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota.64 

b. UGT GES (Gadai Emas Syariah) 

 Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai 

alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. 

Akad Pembiayaan : 

 Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah. 

Keuntungan dan manfaat : 

1) Transaksi sesuai syariah. 

2) Gratis biaya taksir dan administrasi. 

3) Perhitungan Ujrah harian. 

4) Proses cepat dan mudah. 

5) Pembiayaan langsung cair tanpa survey. 

6) Ujrah lebih murah dan kompetitif. 
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c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) 

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai 

usaha mikro dan kecil. 

Akad Pembiayaan: 

 Akad  yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil 

(Mudharabah/Musytarakah)  atau jual  beli  (Murabahah). 

Keuntungan dan Manfaat: 

1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan 

sistem yang mudah, adil dan maslahah. 

2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil 

usaha anggota. 

3) Terbebas dari Riba dan Haram.65 

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) 

 Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan 

bermotor. 

Akad Pembiayaan: 

  Akad  yang digunakan  adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah). 

Keuntungan dan Manfaat: 

1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah 

dan barokah. 

2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan. 
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3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiyaan KBB. 

4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 

75%).Terbebas dari Riba dan Haram.66 

e. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) 

 Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi 

kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 

(BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor 

seat porsi haji. 

Akad Pembiayaan: 

 Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil 

Ujroh. 

Keuntungan dan Manfaat: 

1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah. 

2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat 

dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT. 

3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana 

sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji. 

4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah 

karena pembiayaan sesuai syariah. 

5) Pembiayaan tanpa anggunan. 

6) Jangka waktu sampai 7 (tujuh) tahun. 
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7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT 

UGT. 

Ketentuan: 

1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp. 

100.000,- (tergantung masing-masing notaris setempat). 

2) Sistem Angsuran secara tetap (pokok + ujrah kafalah) setiap bulan. Atau 

pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujrah Kafalah dibayar 

diawal. 

Persyaratan Khusus: 

1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain. 

2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet 

rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH.67 

f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) 

 Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang 

elektronik. 

Jenis barang elektonik yang bisa diajukan adalah: 

1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas). 

2) Bergaransi (Pabrik atau Toko). 

3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, 

dan lain-lain. 
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Akad Pembiayaan: 

 Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) 

atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik. 

Keuntungan dan Manfaat: 

1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan 

barokah. 

2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan. 

3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan. 

4) Terbebas dari Riba dan Haram.68 

3.6 AktivitasUtama BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

 Akivitas utama pada BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

juga melakukan aktivitas tambahan diluar kegiatan utama yaitu membantu Usaha 

Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam  dunia perdagangan  dan 

menstabilkan  perekonomian.
69
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian tentang penerapan akad kafalah pada pembiayaan 

haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri 

Capem Pekanbaru menggunakan akad kafalah bil ujrah dan telah diterapkan 

dengan baik. Penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT 

tersebut lebih jelas, margin, dan keuntungan BMT juga tidak diambil terlalu 

besar, marginnya cenderung lebih murah dan kompetitif. 

2. Keunggulan dalam penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT 

UGT  Sidogiri Capem Pekanbaru, yaitu: mempermudah dalam perencanaan 

keuangan untuk melakukan pembiayaan haji dan anggota bisa mencicil 

dalam hal porsi haji. Adapun kelemahan dalam penerapan akad kafalah 

pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yaitu: 

promosi produk pembiayaan haji yang belum optimal, jangka waktu 

keberangkatan yang cukup lama dan minat masyarakat masih kurang. 
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B. Saran 

1. Dalam penerapan akad kafalah pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri 

Capem Pekanbaru agar konsisten dengan apa yang telah diterapkan 

sekarang dan lebih ditingkatkan lagi agar nasabah lebih tertarik untuk 

mengambil produk pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem 

Pekanbaru. 

2. Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru harus benar-benar lebih teliti 

lagi dalam menerapkan produk pembiayaan haji ini dengan akad kafalah. 

Agar selalu berusaha memperbaiki proses penerapan akad kafalah, supaya 

tidak melanggar dan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan yang 

ada dalam Fatwa DSN MUI tentang kafalah. 
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Apa pengertian pembiayaan haji ? 

2. Bagaimana prosedur melakukan pembiayaan haji ? 

3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika mengajukan pembiayaan haji ? 

4. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru mempromosikan produk 

pembiayaan haji ? 

5. Apa saja keunggulan dan kelemahan produk pembiayaan haji ? 

6. Apa saja kendala dalam mempromosikan produk pembiayaan haji ? 

7. Strategi apa saja yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru 

untuk menarik nasabah agar berminat mengikuti pembiayaan haji ? 

8. Saat ini berapa jumlah nasabah yang sudah melakukan pembiayaan haji ? 

9. Siapakah target sasaran dalam produk pembiayaan haji, serta alasan 

mengambil sasaran yang dipilih ? 

10. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang bermasalah jika nasabah tidak 

sanggup membayar cicilan dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak terduga ? 

11. Bagaimana cara BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru mendapatkan 

keuntungan dari nasabah yang melakukan pembiayaan haji ? 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


